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ABSTRAK

Pada masa ini berita kriminal dapat dengan mudah dijumpai baik melalui
media elektronik maupun media massa. Kedua media ini sering menyuguhkan
berita kriminal dengan berbagai versi seperti tindak pidana pencurian, perkosaan
bahkan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan mempunyai beragam bentuk
seperi pembunuhan biasa, pembunuhan disertai dengan penganiayaan maupun
pembunuhan dengan korban yang lebih dari satu (berantai).

Hukum pidana Islam maupun hukum positif memandang tindakan
pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang
setimpal. Dalam pembunuhan secara berantai, pelaku tidak hanya membunuh satu
korban melainkan lebih, dan pelaku melakukan perbuatan tersebut telah terjadi
suatu gabungan melakukan tindak pidana yang menimbulkan adanya gabungan
pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada dikarenakan adanya gabungan
melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan
akhir. Dan disini penyusun akan mencliti tentang sanksi bagi tindak pidana
pembunuhan berantai serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), dan
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada
dengan maksud memberikan penjelasan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana -
pembunuhan berantai dalam hukum pidana Islam dan positif.

Dari hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka muncul kesimpulan
bahwa sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berantai
pada hukum pidana Islam berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 178
adalah hukuman yang setara dengan apa yang telah diperbuatnya yaitu hukuman
mati. Sedangkan pada hukum pidana Positif berdasarkan pasal 340 KUHP yaitu
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun.

Sedangkan relevansi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana
pembunuhan berantai dari hukum Islam berdasarkan ayat al-qur'an surat Al-
Bagarah ayat 178 dijelaskan bahwa hukuman yang diteraplcan sangat lengkap dan
dalam memberikan hukuman harus dilaksanakan dengan lebih tertib dan
melibatkankan keluarga korban dalam penjatuhan hukuman. Sedangkan pada
hukum Positif berdasarkan pasal 340 KUHP dirasa masih relevan untuk
diterapkan pada masa kini. Karena haik hukum Islam maupun hukum Positif
keduanya menjatuhkan hukuman yang sama yaitu hukuman mati. Dan kedua
hukum pidana ini tidak mempunyai perbedaan dan masih sangat dibutuhkan oleh
masyarakat Indonesia.



- BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali
muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam

firman Allah SWT yang berbunyi:

oy A Ol o) SUBY G sy Lewly U b ol By J) cdawy o8
130 sy JUl ol 0 0S8 ety 2l T8 0F Wl gl eopalall
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Ayat tersebut menggambarkan peristiwa yang terjadi pada putera
Adam_: Qabil dan Habil. Dengan demikian kasus penghilangan nyawa
tampaknya telah berusia seusia umét manusia di muka bumi.

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami
perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam,
dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Banyak
peristiwa kejahatan atau pembunuhan yang dapat disaksikan dan bahkan
pembunuhan yang sudah melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum.
Perilaku pembunuhan sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa seseorang sudah
tidak légi mempertimbangkan nilaj-nilai moral, kemanusiaan, dan aturan-

aturan etika dan bahkan keimanan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa

! Al-Maidah (5) : 28-30



kasus pembunuhan dengan berbagai motif yang menunjukkan bahwa manusia
telah kehilangan kesadaran moralitasnya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang
dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan
dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, Sang Pencipta. Sebagaimana
diketahui, masyarakat tidak berhak zalim pribadi anggotanya jika kepentingan
individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun |
masyarakf:rc.2

Memang terdapat sejumlah faktor yang mendorong atau menjadi
penyebab kuat terjadinya pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan,
menunjukkan bahwa betapa rendahnya nilai seorang manusia yang memang
telaﬁ dihormati dan dimuliakan Tuhan dan yang seharusnya dilindungi dan
dihormati serta dijaga.’ Secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa manusié
adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah SWT
menurunkan apa yang disebut syari'ah dalam rangka menjauhl kelangsungan
hidup manusia.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang
pantas mendapat hukuman yang setinipal, Scbab, akibat lebih jauh dari
perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (al-majna ‘lalaih), tapi

juga terhadap masyarakat-masyarakat (al-mujtama’). Bahkan Allah

2 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidanu dalam Svari'at Islam (Jakarta: Rineka Cipta,
1992), him.3.

3 Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbali, al-Hudid fi al-Islam wa Muqaranatuha
bi al-Qanun al-Wad'iyah ( Kairo: al-Hai'ah al-Ammah, 1974 ), hlm. 127.



menyatakan, bahwa membunuh seorang sama saja dengan membunuh semua
manusia.’

Said Ramadhan (The Islamic Law) dan juga muhammad Asad (The
Principle of State and Government in Islain) mengajukan tesis bahwa syari'ah
hanya al-Qur'an dan Sunnah, yang lainnya adalah pendapat-pendapat para
fu:qaha? (yang harus berubah sesuai dengan perubahan masyarakat). Dari
konsep-konsep tentang hukum Islam yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh
tersebut di atas, kita dapat menyetujui pendapat dari Muhammad Hashim
Kamali, Ph.D dari IIU Malaysia dalam bukunya "Principles of Islamic
Jurispudence” bahwa berijtihad di zaman sekarang ini tidak mungkin
dilakukan tanpa menguasai dan memahami hukum yang berlaku di
masyarakat (hukum positif).’ |

Telah banyak pemikiran tentang bagaimana melaksanakar hukum
Islam (syariah) dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang selalu terjadi
dalam satu masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan masyarakat itu semakin
hari semakin cepat terjadi. Ilmu dan teknologi telah menjadikan dunia kita
remalin menciut dalam berbagai bidang pengaruh-mempengarnhi Riak dan
gejolak perubahan kecil dan besar di suatu sudut dunia akan terasa di mana
pun di bagian lain dari dunia itu. Semua perubahan itu harus diantisipasi oleh
hukum Islam, ilmu hukum Islam tidak dapat berdiam diri kalau hukum islam

itu menghendaki berlaku di masyarakat. Hukum yang diam akan menjadi

* Al-Baqarah (2) 178-179.

® Prolog: Busthanul Arifin, A.Qodry Azizy, dikutip dari buku : Eklektisisme Hukum
Nasional (Yogyakarta: Gama Media, 2004) him. vi



fosil-fosil sejarah yang layak untuk di tempatkan di museum saja, untuk
dinyanyikan dan didendangkan. Padahal hukum syari'ah menurut keimanan
acalah buat segala zaman dan segala tempat. Maka dapat dimengerti kalau di
setiap zaman di pelbagai penjur: dunia ada saja orang-orang yang tercatat
dalam sejarah melontarkan tentang konsep-konsep hukum Islam untuk
mengantisipasi perubahan-perubahan masyarakat itu.

Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyyah:
"LVl g oY S
SLAJ.QJ bjp:-_, 4.‘.‘.1.9@_)}.15 rgi ‘
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Pada masa jahiliah sebelum Islam, orang-orang Arab selalu cenderung
untuk membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa
abad sebelumnya. Kalau seorang ﬁnggota keluarga atau suku mereka dibunuh
oleh anggota keluarga lain, maka pembalasan dilakukan dengan membunuh
orang yang tak berdosa dari keluarga musuhnya. Sehingga rantai reaksi yang
telah dimulai tak akan berakhir selama beberapa turunan. Ada suatu peristiwa

masyhur yang tercatat dalam buku-buku sejarah bahwa seorang lelaki tua, di

¢ Ibid

7 Asjmuni. A. Rahman, Qaidah-gaidah Figih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.
107.

8 Ibid, him. 71.

? Mukhlish Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.



pembaringannya menjelang ajal, memanggil semua anaic lelakinya mendekat
ke sisinya, lalu memperingatkan mereka: "Aku akan mati tetapi aku belum
menuntut balas dari beberapa suku tertentu. Jika kamu menginginkan agar aku
memperoleh kedamaian setelah mati, maka balas dendamlah atas namaku.

Semua hukum Islam diperkenalkan secara bertahap. Pada mulanya,
pembalasan juga diperintahkan dalam kasus melukai, tetapi hal ini sebelum
adanya perintah yang tegas, lalu turun wahyu yang membatasinya hanya
dalam kasus pembunuhan. Meskipun demikian, keluarga atau orang yang
menderita karena meninggalnya lelaki yang dibunuh itu dapat memberikan
kéringa’man dan (cukup ) menuntut "Diyat” hutang darah tersebut, Diyat itu
juga dapat dianggap sebagai pengganti keputusan hukuman mati, jika terbukti
bahwa pembunuhan itu tidak sengaja.’’

Menurut Ibn Rusyd, para ulama bermufakat, bahwa diyat diwajibkan
dalam pembunuhan yang dilakukan oleh karena kesalahan. Dalam
pembunuhan oleh karena kesengajaan, mereka bersatu berpendapat, jika hal
ini dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, seperti orang gila dan anak-anak -
keeil. Tetapi Imam Syafi'i berpendirian, hahwa dalam pembunuhan yang
dilakukan dengan sengaja oleh orang muslim terhadap orang kafir, tidaklah
berupa qisas, tetapi diwajibkan membayar diyat. Demikian juga pembunuhan
juga peluka;an yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap hamba dengan

sengaja, tidak berlaku gisas baginya. Akan tetapi membayar diyat.

"' Abdu-Rahman 1 Doi, Tindak Pidana dalam syari’at Islam, (Jakarta, Rineka
Cipta,1992)., hlm. 27.



Sama halnya dengan pendapat Imam as-Syafi'i ini, adalah pendirian
Imam Malik, terkecuali pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya
(ghilah) sebaliknya dalam persoalan tersebut menurut pendapat ulama-ulama
Mazhab Hanafi, berlaku hukum qisas, jika perbuatan dilakukan dengan
sengaja.'' .

.Pembunuhan berantai merupakan salah satu dari sekian banyak model
dan bentuk pembunuhan yang sekarang acapkali jumpai dan lihat entah itu
melalui media cetak atau pun media elektronik. Sebagai suatu contoh kriminal
dalam tahun 1995 diwarnai kasus pembantaian satu keluarga, perampokan
disertai perkosaan, dan jenis kejahatan lain yang sangat keji, kejam, dan sadis.
Bahkan pembunuhan terhadap anak kandung sangat mencemaskan
masyarakat. Sedikitnya lima kasus pembantaian secara sadis yang merengguf
korban jiwa 4 hingga 7 orang dalam saw keluarga. Kelima kasus itu masing-
masing terjadi di Lampung Utara, Ujungpandang, Bengkulu, Palembang,
Ketapang, dan J akarta.'?

Peristiwa yang terjadi di Ujungpandang, merupakan kasus keluarga
Achmud! (33), Dalam perlstiwa I yang tewas termasuk isttf Achmadi
bernama Syamsi (33) dan empat anaknya bernama Sita (11), Indra (9), Andri
(5_), Wiwi (3), dan seorang pembantu rumah tangga bernama Piddi (12). Para

korban dibantai oleh tersangka pelakunya dengan benda tumpul dan tajam.

”[Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1970)hlm. 310

' Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, cet. Ke-3 (Jakarta:
Sinar Grafika , 2005), him. 7



Belum tuntas kasus pengungkapan pembantaian keluarga Achmadi, muncul
lagi kasus pembantaian keluarga Hasanudin (38) di bengkulu pertengahan
Agustus 1995. Anggota keluarganya dibantai oleh kawanan perampok dengan
senjata api dan senjata tajam. Mereka yang tewas dalam peristiwa itu,
Hasanudin, Aistrinya Inem (35) dan tiga anaknya, Pandy (12), Bambang (5),
serta Ida (4). Satu bulan setelah peristiwa itu terjadi lagi pembantaian satu
keluarga di Palembang. Kali ini yang menjadi korban Bejo (52), mantri
kesehatan. Korban bersama istrinya Sriwati (35) serta anaknya Arisusanti (6)
dibantai dengan sadis."

Tindak pidana (pembunuhan) yang kerap terjadi di masyarakat dunia
pada umumnya dan indonesia khususnya, bisa dikatakan sebagai cerminan
kemunduran moral manusia pada abad ini, bahkan kita selaku umat manusié
telah mengulang kembali masa-masa suram zaman jahiliah bahkan melebihi
zéman jahiliah itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebutlah penyusun ingin mengupas lebih
lanjut tentang "PEMBUNUHAN BERANTAI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITII™  yang sckaligus menjadi judul skeipsi
penyusun kali ini.

Pembunuhan berantai sendiri selama ini tidak pernah penyusun
ternukan  baik dari segi pengertian maupun pemahaman secara
mendalam/spesifik. Mulai dari buku-buku hvkum ataupun KUHP itu sendiri

!
yang merupakan rujukan utama para ahli hukum tidak membahas masalah ini.

3 Ibid, him. 8



Bermﬁla dari sinilah muncul ketertarikan penyusun untuk mengangkat
masalah ini dengan cara mengqiyaskan dengan hukum-hukum/undang-undang
yang telah ada, baik itu dari hukum Islam atau hukum positif.

Dalam kamus besar besar bahasa Indonesia pembunuhan berantai
diartikan sebagai berikut:

Pembunuhan adalah proses, perbuatan atau cara membunuh.
Sedangkan berantai adalah memakai rantai, bersambung/berantai-rantai :
bersambung-sambung, berturut-turut. Dengan pengertian yang ada pada
kamus besar bahasa Indonesia ini, secara tidak langsung tidak hanya membuat
orang awam melainkan mahasiswa hukum sendiri masih banyak yang tidak
memahami pengertian dari pembunuhan berantai, ketika penyusun
menanyakan tentang definisi pembunuhan berantai ini kepada orang awam
dan mahasiswa hukum itu sendiri, banyak yang tidak mengerti dan ada pula
yang menjawab pembunuhan berantai adalah “pembunuhan menggunakan
rantai”, terlepas jawaban itu hanya sekedar jawaban spontanitas, pemahaman
seperti ini penulis simpulkan disebabkan karena pemahaman yang kurang
menddlam dan keraneuan serta pembahasan yang kurang mendetall dari para
ahli hukum itu sendiri. Hal ini semakin membuat penyusun bersemangat untuk

mengangkat masalah ini.



!

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok
permasalahan sebagai berikut: |
1. Apakah sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan
berantai menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Bagaimana relevansi sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berantai

dalam konteks keindonesiaan.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
é. Untuk menguraikan secara gamblang tentang sanksi bagi orang yaﬁg
.mela.kukan tindak pembunuhan pada umumnya dan pembunuhan
berantai pada khususnya
b. Untuk menjelaskan apakah sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak
pidana pembunuhan berantai masih relevan atau tidak relevan.
2, Kegunaan
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah
pemikiran hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam

menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan berantai



b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi
upaya pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu

pengetahuan tentang hukum khususnya.

D. Telaah Pustaka

Penyusun belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas
fema mengenai pembunuhan berantai. Namun penyusun mencoba menelaah
dari berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan judul ini, sehingga
dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan.

Di antara buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini adalah seperti
karya Abdul Qadir Awdah yang berjudul “at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami.'
Yang menjelaskan secara luas dalam masalah hukuman, mulai dari pengertian
jarimaﬁ sehingga dapat dijadikan sebagai batasan sampai pada hal-hal yang
menggugurkan adanya hukuman. Sementara dalam buku lain, yang hampir
sama bahasannya dengan buku terscbut, adalah buku yang berjudul "Asas-
asas Hukum Pidana Islam"" yang memaparkan hukuman dalam Hukum
Pidana Islam adalah sebagai bagian dari pembahasan pada asas-asas hukum
pidana, sekaligus juga membandingkannya dengan hukuman yang diterapkan
dalam hukum yang berlaku saat ini yaitu Hukum pidana positif yang

bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

"* Abdul Qadir Awdah, al-Tasyr?” al-Jind'l al-Islami, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,
1994), him. 609.

"> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
hlm. 55.
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Tindak pidana terhadap " nyawa" dalam KUHP dimuat pada Bab XIX
dengan judul " Kejahatan terhadap Nyawa Orang" yang diatur dalam pasal
338 sampai dengan pasal 350.'°

Sedangkan Leden Marpaung dalam bukunya menjelaskan dengan
begitu detail mulai dari pengertian apa itu pembunuhan, macam-macam, dan
sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan. Sehingga buku ini merupakan salah satu
dari sekian buku yang akan penyusun jadikan sumber sekunder untuk
melengkapi data-data dari sumber primer (KUHP). Hanya sayang penulis
tidak menemukan komparasi antara hukum positif dengan hukum Islam.

Dalam buku yang disusun oleh P.AF. Lamintang, yang berjudul
"Hukum Penitensier Indonesia", yang memberikan pengertian hukum
penitensier sebagai suatu keseluruhan norma-norma yang mengatur lembaga;
le'mbaéa pidana atau pemidanaan, lembaga penindakan dan lembaga
kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam hukum
pidana material.

Sedangkan dalam buku pelajaran hukum pidana bagian 2 (dua) karya
Adami Chazawi, buku ini miembehas secars langsung musalah tentang

perbarengan tindak pidana (comcursus atau samenloop) disertai dengan
penjelasan dan sanksi yang akan dijatuhken apabila melanggar peraturan .

tersebut. Tetapi buku ini hanya mengacu pada hukum pidana positif saja.'”

'® Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, cet. Ke-3 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005), 19.

'" Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2005).

il



Demikian juga dalam buku karya Andi Hamzah yang diberi judul
Sistem,Pidaha dan Pemidanaan Indonesia akan menjadi buku tambahan bagi
penyusun, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk buku-buku lain,
sebagai literatur tambahan (sekunder) yang sekiranya merupakan penjabaran
dari yang ada dalam literatur pokok (primer).

Sebagaimana telah penyusun kemukakan di awal, bahwa penyusun
belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang masalah ini, hanya
ada beberapa saja yang berkaitan dengan masalah ini salah satunya adalah
skripsi yang berjudul "Tindak pidana pembunuhan studi komparatif antara
hukum pidana Islam dan KUHP" oleh Muhammad Ihram, skripsi ini hanya
mémbahas mengenai delik pembunuhan saja secara umum tetapi tidal;
membahas mengenai pembunuhan berantai .'® Yang berikutnya adalah skripsi
Adib Maskuri, "Pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan
KUHP”, skripsi ini hanya membahas mengenai pembunuhan sengaja secara
umurm dengan mengkomparasikan antara hukum yang satu dengan yang

lainnya."®

'® Muhammad Thram, Skripsi Perbandingan hukum pidana Islam dan KUHP (IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

' Adib Masykuri, Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan
KUHP (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).
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E. Kerangka Teoritik

Manusia sebagai makhluk sosial, harus bisa berinteraksi dengan semua
makhluk yang ada di muka bumi ini, tak terkecuali manusia itu sendiri. Agar
dalam proses berinteraksi itu manusia tidak terbentur dengan hal-hal yang
tidak diinginkan, maka diperlukan adanya pembatasan-pembatasan terhadap
perilaku masyarakat.

Dalam disiplin ilmu hukum baik itu hukum pidana Islam maupun
hukum pidana positif sudah barang tentu selain mengatur masyarakat dengan
hukumnya juga memberikan sanksi bagi pelanggar hukum itu agar terjalin
kesejahteraan masyarakat sebagai batasan dari pada hukum tersebut.
Sementara dalam hukum yang mengatur masyarakat yang menjadi dasar
adanya suatu sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan adalah sudaﬁ
ditetépkannya aturan atau undang-undang yang mana dalam hukum pidana
positif dikenal dengan asas legalitas, begitu pula dalam hukum pidana Islam

juga mengenal asas legalitas ini, sebagaimana Firman Allah SWT:
20....3’_}#) Cmd o> M das LS Les

Sehingga berdasarkan ayat ini muncul suatu kaedah tentang asas ini

seperti yang telah dipaparkan oleh Abdul Qadir Awdah yaitu:

2 - _;L:m dmy Y 74.;_9.3.9 ‘)’J OL_\J .«Lsu\'l :U.'_F N

20 Al-Isra' (17): 15.

! Abd al-Qadir Awdah, al- Tasyii’ al-Jinai, (Beirut: Dar al-Fikr, 94), I, hlm. 118..
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Dalam Hukum Pidana Islam dikenal adanya teori pembalasan yang
disebut dengan teori jawahir dan teori pencegahan Zawajir’?, yang mana suatu
jarimah akan diberikan suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas
perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang
lain untuk tidak melakukan jarimah yang serupa maupun jarimah-jarimah
yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman.

Teori pembalasan ini berdasarkan pada Firman Allah SWt:
200 08 5 LJLE-"-"JM#.L';‘j o)t 53 Ju‘»qu.d
Dengan demikian aspek preventif merupakan konsekuensi dari teori
zawajir, yang menghendaki suatu pencegahan dari suatu jarimah terhadap
masyafakat maupun terhadap terpidana atau yang telah melakukan jarimah.
Sehingga berdasarkan teori ini, suatu hukuman ditetapkan dengan
maksud sebagai balasan atas perhuatannya yang merugikan hak orang lain

tentunya dengan balasan yang setimpal, seperti pada jarimah pembunuhan

yang dibalas dengan hukuman mati (gisas) sebagaimana Firman Ailah SWT :
SV el dly AU el etadll (Sl (i |l el Ll

24H1g‘iﬁd§&5@(5w1oﬂéiﬁjjr§gjyd:§i

* Abu Shabih, al-Hudid fi al-Islami, (Kairo: al-Halah al-Ammah, 1399/1974), him.
26.

# Al-Zalzalah (99) : 7-8.

** Al-Bagarah (2) : 178.
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Dari berbagai persepsi itu memunculkan aliran-aliran yang
berdasarkan teori-teori yang ada hingga saat ini. Menurut Andi Hamzah ada
tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:25

Pertama: Teori Absolut atau teori pembalasan (revenge), yang
berpandangan bahwa kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur
dijatuhkannya hukuman.

Kedua: Teori Relatif atau tujuan (prevensi), yang berpendapat bahwa
maksud diadakannya hukuman adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan,
baik itu prevensi umum maupun yang khusus pada terpidana

Ketiga: Teori Gabungan, yang mana menggabungkan teori absolut
dengan teori relativ, meskipun ada yang condong pada pembalasan dan ada
pula y;mg ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. |

AHanafi dalam bukunva, "dsas-asas hukum pidana Islam,
menjelaskan bahwa pembunuhan berantai / (ta’addudu al-Qatla’), masuk
dalam kategori tindak pidana gabungan /gabungan hukuman. Gabungan
hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan jarimah, dan gabungan
jorimah ini dapat dikatakan ada, ianakala seseorung memperbuut beberaps
jarimah di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan terakhir.

Gabungan jarimah-jarimah adakalanya dalam lahir saja (concursus
idealis) atau adakalanya benar-benar nyata (concursus realis). Dalam lahir
ialah apabila pembuat memperbuat suatu perbuatan yang dapat terkena

bermacam-macam ketentuan, seperti melakukan penganiayaan terhadap

% Andi Hamzah dan A Sumangealipu, Pidana Mati di Indonesia; di Masa Lalu, Kini
dan di Masa Depan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). him. 85
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seorang petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Dalam hal ini bisa
dikatakan terjadi penganiayaan dan melawan petugas. Gabungan jarimah
nyata ialah apabila terjadi beberapa macam perbuatan dari pembuat, sehingga
masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri.
Seperti tukang pencak umpamanya yang dengan kakinya melukai orang dan
dengan tangannya ia menikam orang lain sampai mati, maka dalam contoh ia’
menganiaya yang satu dan membunuh yang lain.?®

Hal ini merupakan cermin dari tujuan ditetapkannya hukuman yang
mana Islam disamping masih memperhatikan terpidana juga memperhatikan
kemaslahatan umat.

Teori-teori yang dikemukakan hukum pidana positif mempunyai
kemiripan dengan apa yang telah ada dalam pembahasan pidana Islam
meski}ﬁ'un masih secara implisit, yang terlihat pada jarimah hudud yang
identik dengan teori hukuman mutlak dan Jarimah ta'zir yang identik dengan

teori hukuman relatif.?’

. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research),

yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

% A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana [slam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) him,
357

*" Abdul Qadir Awdah, al-Tasyr? al-Jind’l al-Islami (Beirut: Dar al-Kitab al-
Arabi), jilid II, hlm.185.

16



Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif-analitis, yaitu
berusaha memaparkan jenis-jenis hukuman menurut kedua disiplin ilmu
Hukum tersebut sebagai obyek penelitian dan membandingkannya -
kemudian melakukan pengkajian secara mendalam atau menganalisa guna
mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan.
. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data
utama (primer) dalam skripsi ini adalah al-Qur'an, al-Hadis, dan KUHP.
Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian
yang membahas tentang pembunuhan, seperti al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami
karya Abdul Qadir Awdah, Asas-asas hukum pidana Islam karya Ahmad
Hanafi, Figh Jinayah karya Ahmad Djazuli, Tindak pidana terhadap
nyawa dan tubuh karya Leden Marpaung, Hukum Penitensier karya P.A.F.
Lamintang, dan karya-karya lainnya yang berkenaan dengan masalah ini,
. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu
hukum Iolam ocbagai norma aturan, baik dalau: Uenluk nuy (ul-Qur'an dan
as-Sunnah) maupun pendapat para uilama dan ahli ushul figh melalui

karya-karya mereka.

. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data untuk memperoleh
data yang memadai dalam penelitian ini akan menggunakan metode

komparatif, yaitu dengan membandingkan kedua disiplin hukum Pidana
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itu untuk mengetahui unsur persamaan dan perbedaan tentang sanksi dan
relevansi hukum tindak pidana pembunuhan berantai, dengan melakukan
perelitian pada segi pengeriian dan sanksi bagi pelaku pembunuhan

~ tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi
dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai
berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan, pada bab pendahuluan ini
memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan
pénelitrian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematiké
pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya
penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Pada bab kedua adalah tindak pidana pembunuhan berantai dalam
perspektif hukum Islam. Pada bab ini berisikan pengertian, unsur-unsur, dasar
hokum, feori gahungan melaknkan tindak pidana, hentuk-bentuk gabungan
melakukan tindak pidana dan tujuan pemidanaan dalam Islam.

Selanjutnya pada bab ketiga adalah tindak pidana pembunuhan
berantai dalam perspektif hukum positif. Pada bab ini berisikan pengertian,
unsur-unsur, dasar hukum, teori gabungan melakukan tindak pidana, bentuk-
bentuk gabungan melakukan tindak pidana dan tujuan pemidanaan dalam

hokum positif.
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Pada bab keempat adalah analisis perbandingan tindak pembunuhan
berantai dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, sebelum menganalisa diperlukan
analisis dari segi pengertian, analisis dari segi tujuan dan relevansi sanksi dari
hukuman tersebut. Karena ketiga komponen tersebut sangatlah erat kaitannya
satu sama lain.

Bab kelima adalah penutup, yang mana dalam bab ini berisi
késimﬁulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok
masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan

sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.
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BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, penulis dapat menarik

beberapa kesimpulan, yaitu:

L

K

Dari hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka muncul kesimpulan

bahwa sanksi yang akan diterima cleh pelaku tindak pidana pembunuhan

berantai pada hokum pidana Islam berdasarkan Al-Qur’an surat Al-

Bagarah ayat 178 adalah hukuman yang setara dengan apa yang telah
diperbuatnya yaitu hukuman mati. Sedangkan pada hokum pidana Positif
berdasarkan pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
Sedangkan relevansi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana
pembunuhan berantai dari hukum Islam berdasarkan ayat al-qur'an surat
Al-Bagqarah ayat 178 dijelaskan bahwa hukuman yang diterapkan sangat
lengkap dan dalam memberikan hukumar harus dilaksanakan dengan lebih
tertib dan melibatkankan keluarga korban dalam penjatuhan hukuman,
Sedangkan pada hukum Pesitif berdasarkan pasal 340 KUHP dirasa masih
relevan untuk diterapkan pada masa kini. Karena baik hukum Islam
maupun hukum Positif keduanya menjatuhkan hukuman yang sama yaitu
hukuman mati. Dan kedua hukum pidana ini tidak mempunyai perbedaan

dan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

90



Lain-lajn

Abdul Rahman | Doi , Tindgr Pidana Dajgm, Syari‘ar Islam, Jakarta: Rineka
Cipta,1992.
!

Al Chidir, Responsi Hukum Pidana, Ba.ndung: Armico, 1985,

Anwar, Moch, Beberapa Ketentyan Umum dalam Byjy, Pertamq k. UHP Bandung
Alwnni,1986.

, Islam historis; Dinqmika Studi Islam g Indonesiq, cet. 1,
Yogyakarta: Galang Press, 2002,

Islam menyryy Ajaran Aplys
Bulan Bintang, 1970

Hanafj, Ahmad, 4544

-Sunnah, J. akarta:

~asas Hukum Pidgng Islum, Jakarta: Bulan Bintang, 1967,
Hamga), Andi, Sisten, Pidana dgp Pemidangan Indonesiq, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1993, :

Hikam, . As. dkk, Weana Polisiy Hukum dap, Demolrasi Indonesig, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999

Jonkers, J. E, Buky Pedoman

Hukum Pidang Hindiq Belandg, Jakarta: pPT. Bina
Aksara, 1987,
Kamus Begar bahasa Indonesia, Depdikbug, Balai Pustaka,

Lamjntang dan Dj

isman Samosir, Hukur  Piday, Indonesiq, Bandung: Sinar
Baru,1979.

Malpaun'g, Leden, T indak Pidang Terhaday Nyawa dan T ubuh, cet.3 Jakarta: Sinar
Grafika,2005. '

Ma’shuym, Mas’ad, Hukum Pidgng I Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijjaga, 1989,

i

93



Moeliatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), cet.20, Jakarta: Bumi
/}ksaxa, 1999.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:
Alumni, 1998.

Munajat, Makhrus, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, Jogjakarta: Logung Pustaka,
2004.

Muslich, Ahmad Wardi, hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nur’ainy AM, Hukum Pidana, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,
2003. :

Pocrnomo Bambang, Asas-asas ITukum Pidana, Jakarta: Balai Aksara, 1994,
Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, 1986.
Sugandhi, R., KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional,1980.

Tresna, Mr. R., Asas-asas Hukum Pidana. tp: tnp, 1959.

Ultrecht, E, Hulkum Pidana I, Jokarta: Universitas Jakarta, 1958.

Yusdani, Amir Muallim dan, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, dalam
Muhammad Mahfud MD dkk. (peng), cet.1 Yogyakarta: UII Pres, 1999.



. Abdul Qadir Awdah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun
1930. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan
sebagai tangan kanan Mursyid al'Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh
Hasan al-Banna. Dalam skup Pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai
hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mentaati
undang-undang selama beliau yakin bahwa undang-undang tersebut tidak
‘bertentangan dengan Syari'ah. Adapun karya beliau diantaranya:
a. Kitab al-Tasyri' al-Jinai' al-Islami
b. Kitab al-Islam wa Awda'una al-Qanuni

Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah darma tiang gantungan
akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam
revolusi Mesir.
. Ibn Qudamah
Nama lengkapnya adalah Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah

Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi. Lahir dan meninggal di
Damaskus (541 H/ 1147 M - 620 H/ 1224 M). ia adalah ulama besar di bidang -
ilmu Figh. Menurut sejarawan, beliau termasuk keturunan Khalifah Umar Ibn
al-Khatab. Beliau belajar ilmu Figh kepada Syaikh Abd al-Qadir al-Jailani
selama empat tahun di Baghdad. Beliau juga belajar ilmu kepada Ibn al-Manni,
seorang ahli Figh dan Ushul Figh dari Mazhab Hambali di Baghdad. Diantara

karyanya adalah:
a. al-Mughni
-b. al-Kafi

c. Raudah al-Nazi'u fi al-Ushul al-Figh

. R. Soesilo

Beliau adalah seorang perwira Polisi dan pernah menjabat sebagai
Instruktur Polisi di Jawa Barat. Walaupun beliau tidak dikenal sebagi seorang
yang berpendidikan formal dalam bidang hukum, tetapi beliau mampu
memberikan penjelasan tentang KUHP yang dituangkan dalam sebuah buku
yang berjudul KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.
Beliau bekerja di Kementrian Kehakiman RI pada tahun 1946, dan pada tahun
1947 diangkat sebagai anggota MA. Adapun hasil karyanya antara lain:
Hukum Pidana Indonesia
Asas-asas Hukum Perdata
Hukum Acara Pidana di Indonesia
Hukum Acara Perdata di Indonesia
Asas Hukum Pidana di Indonesia
f. KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal
. Leden Marpaung

Beliau telah bertugas di Kejaksaan sejak 1 April 1967. pendidikannya
SMKA Negeri Medan 1958, AHM/ PTHM 1967, SESPA. Dalam tenggang
waktu tiga puluh dua tahun lebih, beliau telah tiga kali sebagai Kepala
Kejaksaan Negeri. Jabatan lain yang pernah didalami adalah Asisten Bidang
Tindak Pidana Khusus, Kepala Bidang di Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan

Agung RIL.

oo gp



Nama Lengkap-
Tempat, Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Kewarganegaraan

Alamat Asal
Alamat Yogyakarta
Orangtua :

Ayah

Ibu

Jenjang Pendidikan :

CURRICULUM VITAE

: Muhamad Ismail

: Bogor, 18 Juni 1983

: Laki-laki

: Islam

: Indonesia

: JI. Kemuning III No. I Kp. Sudimampir
RT. 02/ 12 Desa Cimanggis
Kec. Bojonggede — Bogor

: Gendeng GK. IV No. 971 BM

Belakang APMD

: Imin Suryadi

: Imas

L.

2.

SDN Cimanggis I
MTs Al-Hamidiyah
I\/LIA Tebuireng

UIN Sunan Kalijaga

Lulus Tahun 1996
Lulus Tahun 1992
Lulus Tahun 2002

Masuk Tahun 2002



Lam_pz'ran I

TERJEMAHAN
Bab I

Him

BN

Terjemah

13

14

14

20

23

24

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku
untuk  membunuhku, aku sekali-kali tidak akan
menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu,
Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian
alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan
(membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri,
maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang
demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah),
maka scsungguhnya dia berbuat {tu untuk (keselamatan)
dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka
sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri.
Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang
lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami
mengutus seorang rasul.

Barangsiapa  yang mengerjakan  kebaikan  seberat
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan
barangsiapa  yang mengerjakann  kejuhatan  sebesar
dzarrahpun, niocaya dia akau ieliliat (bulasan) nya pula.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang
mendapat suafu pema'afan dari saudaranya, hendaklah
(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada
yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan
suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah
itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Bab 11

Hlm

F.N

Terjemah

22

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak
sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin
karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali

I
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